DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPN KARANGANTU YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Konsekuer{silPert_irpbar!gan Bagi Jangka Waktu
N Informasi (berisi informasi tertentu Dasar Hukum Publlk.(ber|.s| uraian (disebutkan
o- yang akan dikecualikan) Pengecualikan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka
Dibuka Ditutup waktunya)
Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu
Data Log book penangkapan ikan 1. Undang-Undang Nomor |Data dapat dibuka|Dapat mengganggu
14 Tahun 2008 tentang dalam hal kepentingan
Keterbukaan Informasi kepentingan perlindungan hak
Publik, Pasal 17 huruf d. penyelidikan, atas kekayaan
2. Peraturan Menteri penyidikan dan intelektual,
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di  |perlindungan dari
1. Nomor 4/PERMEN- pengadilan. persaingan usaha 10 Tahun
KP/2019 tentang tidak sehat, dan
Penyelenggaraan Layanan dapat
Informasi Publik di mengungkapkan
Lingkungan Kementerian kekayaan alam
Kelautan dan Perikanan, Indonesia.
Pasal 4.
Data Pemantauan di atas Kapal 1.Undang-Undang Nomor |Data dapat dibuka|Dapat mengganggu
Penangkap lkan dan Kapal 14 Tahun 2008 tentang dalam hal kepentingan
Pengangkut Ikan (Observer on board) | Keterbukaan Informasi kepentingan perlindungan hak
Publik, Pasal 17 huruf d: penyelidikan, atas kekayaan
Informasi Publik yang penyidikandan intelektual,
apabila dibuka dan perlindungan dari
diberikan kepada Pemohon persaingan usaha
Informasi Publik dapat tidak sehat, dan
mengungkapkan kekayaan dapat
2. alam Indonesia. 10 Tahun
2.Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan
Nomor 4/PERMEN-
KP/2019 tentang
Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.
Data Sertifikasi Hasil Tangkapan lkan |1. Undang-Undang Nomor |Data dapat dibuka|Dapat mengganggu
(SHTI) 14 Tahun 2008 tentang dalam hal kepentingan
Keterbukaan Informasi kepentingan perlindungan hak
Publik, Pasal 17 huruf d: penyelidikan, atas kekayaan
2. Peraturan Menteri penyidikandan intelektual,
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di perlindungan dari
3. Nomor 4/PERMEN- pengadilan. persaingan usaha 10 Tahun
KP/2019 tentang tidak sehat, dan

Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.

dapat
mengungkapkan
kekayaan alam
Indonesia.




Buku Kapal Perikanan

1. Undang-undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009, Pasal 46A.

2. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang

1. Data dapat
dibuka dalam hal
kepentingan
penyelidikan,
penyidikan dan
pemeriksaan di
pengadilan. Data
rekap jumlah

Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual,
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat, dan

Keterbukaan Informasi kapal yang dapat
Publik, Pasal 17. memiliki buku mengungkapkan 10 Tahun
3. Peraturan Menteri kapal perikanan. |kekayaan alam
Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Nomor 4/PERMEN-
KP/2019 tentang
Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 1. Undang-Undang Nomor |[1. Data dapat Dapat mengganggu
14 Tahun 2008 tentang dibuka dalam hal |perlindungan dari
Keterbukaan Informasi kepentingan persaingan usaha
Publik, Pasal 17 huruf b. penyelidikan, tidak sehat.
2. Peraturan Menteri penyidikan dan
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di
Nomor 4/PERMEN- pengadilan. 10 Tahun
KP/2019 tentang 2. Rekap jumlah
Penyelenggaraan Layanan |SIUP
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan
3. dan Perikanan, Pasal 4.
Perizinan berusaha subsektor 1. Undang-Undang Nomor 1. Data dapat Dapat mengganggu
penangkapan ikan 14 Tahun 2008 tentang Dibuka dalam hal |perlindungan dari
Keterbukaan Informasi kepentingan persaingan usaha
Publik, Pasal 17 huruf b. penyelidikan, tidak sehat.
2. Peraturan Menteri penyidikandan
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di
Nomor 4/PERMEN- pengadilan. 10 Tahun
KP/2019 tentang 2. Rekap jumlah
Penyelenggaraan Layanan |SIPI
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.
Perizinan berusaha subsektor 1. Undang-Undang Nomor |1. Data dapat Dapat mengganggu
pengangkutan ikan 14 Tahun 2008 tentang dibuka dalam hal |perlindungan dari
Keterbukaan Informasi kepentingan persaingan usaha
Publik, Pasal 17 huruf b. penyelidikan, tidak sehat.
2. Peraturan Menteri penyidikan dan
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di
Nomor 4/PERMEN- pengadilan. 10 Tahun
KP/2019 tentang 2. Rekap jumlah
Penyelenggaraan Layanan |SIKPI
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.
Data surat izin penempatan rumpon |1. Undang-Undang Nomor |1. Data dapat Nama pemilik, nomor
14 Tahun 2008 tentang dibuka dalam hal |SIPR dan koordinat
Keterbukaan Informasi kepentingan titik pusat (lintang
Publik, Pasal 17 huruf b. penyelidikan, dan bujur) dari lokasi
2. Peraturan Menteri penyidikan dan penempatan rumpon
Kelautan dan Perikanan pemeriksaan di
Nomor 4/PERMEN- pengadilan. 10 Tahun
KP/2019 tentang 2. Rekap jumlah

Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4.

SIPR




Laporan Keuangan Sebelum diaudit
(unaudited)

1. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 huruf J.
2. Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan

3. Setelah
disampaikan ke
DPR Rl dan
sudah dalam
bentuk Laporan
Keuangan

Informasi yang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan
Undang-Undang

Sampai proses

9. Nomor 4/PERMEN- Audited BPK RI audit selesai
KP/2019 tentang
Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan,
Pasal 4

Data Produksi PNBP Pasca Produksi |1. Undang-Undang Nomor |1. Data dapat Dapat mengganggu

14 Tahun 2008 tentang dibuka dalam hal |perlindungan dari
Keterbukaan Informasi kepentingan persaingan usaha

10. Publik 2. Undang-undang |penyelidikan, tidak sehat. 10 Tahun

nomor 27 tahun 2022
tentang Perlindungan Data
Pribadi (PDP)

penyidikan dan
pemeriksaan di
pengadilan.

Serang, 01 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4/\ .

Parlinggoman Tampubolon




